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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG

STANDAR FUNGSI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

. a.

bahwa pembentukan Ilembaga kearsipan daerah
memiliki urgensi tinggi guna mendukung
penyelenggaraan kearsipan nasional secara
komprehensif dan terpadu;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan perlu dilakukan pengaturan
mengenai standar fungsi lembaga kearsipan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5826);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen
sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun
2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG STANDAR FUNGSI LEMBAGA
KEARSIPAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,
dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan.

Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang
kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah
lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintaah nonkementerian
yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang
berkedudukan di ibukota negara.

Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan
kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan
di ibukota provinsi.

Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk
satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas
pemerintahan  di bidang kearsipan  pemerintahan  daerah
kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
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23.

24.

25.

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan
organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang
melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di
lingkungan perguruan tinggi.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan
dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk
badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip dinamis.

Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.

Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan
arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pemindahan arsip inaktif adalah pemindahan arsip inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan atau lembaga kearsipan daerah.

Penyerahan arsip statis adalah penyerahan arsip statis dari pencipta
arsip kepada lembaga kearsipan daerah.

Pemusnahan arsip adalah kegiatan pemusnahan arsip yang telah
habis retensinya dan tidak memiliki nila guna dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
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Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik
dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Supervisi adalah peninjauan dan penilaian terhadap lembaga yang
disupervisi (obyek supervisi) untuk mengukur tingkat kualitas
(performa) pelaksanaan kaedah-kaedah kearsipan.

Central File adalah tempat dan semua fasilitas untuk menyimpan
arsip aktif.

Pusat Arsip (Record Center) adalah tempat dan semua fasilitas yang
mempunyai desain khusus untuk menyimpan arsip inaktif.

Depot Arsip adalah tempat dan semua fasilitas yang mempunyai
desain khusus untuk menyimpan arsip statis.

Pasal 2

Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah merupakan acuan bagi
pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun fungsi
lembaga kearsipan daerah pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi:

a. Pendahuluan;

b. Urgensi Pembentukan Lembaga Kearsipan Daerah;
c. Rentang Kendali;
d

Kewajiban pembentukan dan struktur organisasi Lembaga
Kearsipan Daerah.

Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi wajib membentuk Lembaga Kearsipan
Daerah Provinsi guna melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
kearsipan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membentuk Lembaga
Kearsipan Daerah Provinsi guna melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang kearsipan.

Pasal 5

Lembaga Kearsipan Daerah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) macam
fungsi, yaitu:
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a. fungsi subtantif yang terdiri dari pembinaan, pengelolaan arsip inaktif,
pengelolaan arsip statis.

b. fungsi fasilitatif yang terdiri dari fungsi hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kerumahtanggaan,
kesekretariatan, ketatausahaan, dan keprotokolan serta keuangan
dan perencanaan.

Pasal 6

Struktur Lembaga Kearsipan Daerah sekurang-kurangnya memiliki
keseimbangan eselonering dan membentuk rumpun yang ideal guna
mengoptimalkan penyelenggaraan kearsipan daerah.

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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